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903/2930/5 Kepada
. Segera. Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
;- di
- Kelembagaan dan Penganggaran Seluruh Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) dan Komisi Informasi
Daerah (KID)

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaaan tugas Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID), dengan
hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) termasuk Komisi Penyiaran
Daerah (KPID) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran, dengan pokok-pokok pengaturan :

a. Wewenang KPI adalah menyusun standar program penyiaran,
menyusun pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan
standar program penyiaran dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar
standar program penyiaran dan perilaku penyiaran.

b. Tidak terdapat pembagian kewenangan-antara KPl Pusat dan KPI
Daerah Provinsi, sehingga KPI Daerah Provinsi merupakan pelaksana
sebagian kewenangan KP| Pusat.

c. Komisi Penyiaran Indonesia baik pusat maupun di daerah merupakan
lembaga negara yang bersifat independen dan Sekretariat Komisi
Penyiaran Indonesia dibiayai oleh negara, dimana KPI dibiayai atas
beban APBN dan KPID dibiayai atas beban APBD.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
didanai dari dan atas beban APBD, sedangkan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah
didanai dari dan atas beban APBN.

3. Berpedoman pada Lampiran | Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pada sub urusan Penyiaran, tugas KPID tidak
termasuk dalam urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah,
sehingga urusan penyiaran menjadi kewenangan pemerintah pusat.

4. Namun, mempertimbangkan urgenéi keberlangsungan penyelenggaraan

tugas KPID, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka Pemerintah Daerah wajib
mendukung pelaksanaan tugas KPID yang dibebankan pada APBD melalui
mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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5. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menganggarkan dukungan kegiatan
KPID dalam bentuk program dan kegiatan pada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
atau pada perangkat daerah lainnya, maka Pemerintah Daerah melakukan
penyesuaian anggaran tersebut dalam bentuk belanja hibah kepada KPID,
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

6. Untuk mendukung tugas-tugas administrasi terutama administrasi keuangan
pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Gubernur
menugaskan PNS untuk membantu Sekretariat KPID.

7. Tugas dan wewenang Komisi Informasi Daerah (KID) termasuk dalam
penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan
Lampiran | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sehingga anggaran KID menjadi beban APBD. Sekretariat KID
dilekatkan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika.

Demikian untuk menjadi perhatian.
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Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI,

Menteri Komunikasi dan Informatika;

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan;

Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia.




